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HALAMAR KOTTO

Tidak &8ada pemberian crang tua yang utama kepada
anaknya %Xecuali mendidik dengan baik,

(H.B. Turpudzi)

Ilmu lebih balk dari pada harta, karena ilmy aken
penjaga kamu dan gemakin berkenbeng jika dimanfaathkan,
sedand harta kaoulah Yang menjaganya dan akan habis
bila dinafkahkan.

(A11 bin Abi Thalib r.a)

Janganlah kamu berslkap lemah, dan  janganlah (pula)
kamo  bersedih hati padahal kamulah orang-orang vang
paling tindgi (deradatn¥a). jika hamu orang-orang vang

beriman.

(5. Ali Imran : 138)

Eupersembahkan Kepada
= A¥ah dan bunda tercintsg

- Kekakku tersayang

iid



FATA PENGANTAR

Assalawu'alasiken Wr. #Hb,

Dengan nengucapkan puji syukur kehsdirat
Allah SWT,vang telsh melinpahkan rahmat, tsufik dan
hidayahliva kepada pennlis, sehingga berhasil
menyelesaikan penplisan skripsi dengsn judul

PERANAN BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI WALT

PEHGAWAS UNTUE HELAEZDEAN TINDAKAN HUEUN DALAK

PEMBUATAN AETA-AETA NOTARI IL

Maksud dari penulisan skripsi ini adslah uontok
nelenghapi salabhh satu syarat dalawm penyelesaiagn
program pendidikan ‘strata sate  ($1) psda Fsaknltas
Hukue Universitas Islam Sultan Agung Semgrang .

Pada kesenpatsn ini pensiis Ingin menvamnpaikan
rasa  terima Rasih yang sebesar-besarnya kepada weng
terhormat

l. Bapak \‘Disshari. SH. H.Hum, =elaku Mantar

Dekan dsn Bapak Hachfudz Abi,SB _HMSi, =elsku
Dekan Fakultas Hukuw Universitas Islam Suoltan
Agung Semarang.

2. Bapak Hari Bagyo, SKE. HS. CH., s=e¢leko  Dosen

Pembionbing yang telah memberikan bimbingan
den pengarshan dengan pengh perkatian dan

kesabaran, sshingga tersuosunlsh skrip=zi ini



3. Bspak Ketua Balai Harta Peninggeslan beserts
staf atas segals petunjuk dan baentuannya
hingda terselessikannya skripsi ini.

4, Hotaris B.I.P, Suhendreo, SH dan Hotaris
Sublanteo Putroe, &8H yang talah manbanty
kelanceran pemboatan skripsi ini.

5. Bapak dan ibu tercints yang telah wmemberikan
gegelanys dari hsarta, perhstisn, semangat dan
kaglh sayang, cinta =serta dog kepada penulis
didalamn nenvelesaikBn tugas-tugssnye .

B. Kekakku tercinta

7.0rang yang kusavengi den gahubat-~nahabet

yang baik serta semue pihak vang tidak dapat

kami gsbutkan &8tu ‘porsein yarg telah
membearikan bantuan baik nori] WAUPL
gpirituil.

Penulig men¥adari bahwa penugiizan ghripsi  ini
mesifi  javh -deficesmpurns. Yntuk . itu dengan segels
herendeban hsti penulis men:gharap kritik den =arasn
yang bergifat membangun demi parbaiksn dun  kepajoen
penulis.  Penulis mohcen me 'af apabils  nds kewmalshan
vang tidak berkenan

Akbirnya penulis berharsp skripei vang sederhana
ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya

Wassalamu 'alsikum Wre. Wb,

Semarang, Oktober 1397

Fenalis

{Arum Puspitarari )
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BA&B I
FEHDAHULUAN

1.1. LATAR BELAEANG PERMASALAHAN

Kenusia itu hidup dalam ketergantungan,
diznana antara manusia satu dengan panusia lsinnya
saling membuituvhkan, m»aka akan menimbulkan suatu hak
dan kerwajiban pada diri masing-masing mpanusia
tersebut. Hak den kewajiban manosjia itu skan terus
melekat pada diri menusia sampsi hukum wenentukan
gebaliknya.

Selanjutnya J.B Daliyo, SH dalam bukunya

Pengantar Ilmuo Hukum, nenyebutitan bahwva -

“Hanusia didalam hidup bermasyarakat
nenpunyai tujuan untuk nenenuhi
kebutuhannya, sehingga dengan tujusn ini
aksn menuniukkan babwa diantzrs sesapa
angota wmags¥erakat teryadi hubungan atav
kontak dalam rangdka mencapai dap melindungi |
kepentingann¥a sehingga  wanusia gobagsai

pribadi pada dasarnya dapat berbuat bebas.
Tetapi wmanusia sebagai makhluk sosial vang

hidup di naszarakattidakldfgat verbuat
bebas menurut kehendaknya.

RKarense YRR itn nerapakan " 200N
politikon” yaitu bahwa makhluk yang Esenantiasa
berkelompok atac bermasyarakat dengan Sesananysa.

Dan pads kenyataannys kita tidak dapat penungkiri

1 J.B Daliyo, Pengantar Ilmu Ha kom, i
Gramedia, Jakarta, 1989, hsal, 15.



bahwa didalam hidup bermaayarakat, hal mana akan
menimbulkan keresahan soaial.
Untuk mengatasi adanya perbenturan sesema anggota
mapvarakat, meka mereka mengerahkan sebaglan hak
merska. Kepada penguasa yang dalam hal ini nedgera.
Selanjutnya negara melslvi  aparatnya  Yang akan
memhliat peraturan—-peraturan bukum untuk mengatur
hak=hak dan krwatiban sem8orang, s2hinggs
kepentingan Thak-hak tarsebut dip2nnhi sebadalmana
mastinva. Papaturan-peraturan hukum yang telah
Aigariskan oleh rpegara tergebuts  bertuluan untuk
menetralisir dan mengallhkan konfiilk ke arah
keceimbangan yang dapat diterime oleh masyarzkat.
Pada dasarnya pemerintash setars  fungeional
berusaha untuk. memenuhi hak dan kewaliban.
Eewaijiban dilakukan dengan melaksangkan pembangunan
manusia Indonegsliea seutuhnva.  Pros 8 vembangunan
mapngia ilakukan  thRhap demi tahap  Yeng mané
diwuindkan dalam progrem PELITA  vyang merupakan
aalah =atw sekor penting dalam progres  pemhangunan
yang dlrelekslkan lewst PELITA tereebut yaitu
hidang stau sektor hulkum, yang meliputi sarans dan
prasarana hukum batk yang herupa perindang-undangan
maupun Harana penundsng  Yang bherups peranghkat
keras. Balal Harta Peninggslan vang dikenal sebagai
Wauwath puede Kameer adalah merupskan sarana

penunjang yvang bherupa perangkat keras dalam



pelaksansan lembsga-lembaga hukum yang bertugas
menangani narta peninggelan sehubungan dengan
pewarigan, kepailitan dan harta Ysnd tidak terurus.
Sehubungan dengan hal diatas negara melalul
aparatnya Xhususnya aparat yang terhimpun dalam
Departemen Kehakiman telah herusaha untuk
melsksansksn fungsi yuridikasinya eebagal salsh
gatu sarana penunjang pembangunsn nasional.
Agar pelaksanssan fungel vuridikasinya dapat

berjslan dengan balk dan tersrah, maka dalam

Departsmen Eehakiman dibentuklah Direktorat
Jenderal Hualeuum dan Ferundang-undangan yang
menpunyal tugss sebagal Law drefting, Less

executing, Law aplication mesuat dengan  nama  dan
tugasnya. Dirsktorat Jenderal Rukum dan = Perundang-
undangan, Departemsn Kehekiman sebagal slat
pemerintah dalam andilnya bergereak di bideng hukum.
Sslah sstu unit yang berada dalam lingkup Dirden
Hukum dan perundang-undangen adalash Balal Harta
Penlnggelesn (BEHPY dan Bslai Harta Peninggalan itu
berada di bawsh lingkungen Direktorat Perdeta.
Dialam lapangan keperdatsan, kEhususnya
mengenal hak-hak anak yang masih dibawah umur.
hahkan vang masih dalam kandungen dilindungi o¢leh

Indang-Undeng. yaitu dalam Pesal 2 ®WH Perdata,

yvang herhunyl




"Anak yang ada dalam kandungan seorang
perempuan dianggap eebagai telsh dilahlrkan
hilsmana Jugsa kepentingan el anak
menghendakinya” .

Pari bunyl Pasal 2 HJH Perdata tereebut dapat
terlihat adanya pasal yang bersifat fiksi, Disitu
Undang-Undang eangat memperhatikan nasib kehidupan
ahli wariz snak di bawsh umur, terutama anak Yansg
masih delam kandungan setelah salah satu dari orang
rua mereka menlnggal dunia.

Dalam hukum warie ketentuan pasal 2 KUH Perdata ini
sangat pentlpg untuk melindungl ansdk  vYang maeih
ds lap  kandungan, supaya mendapat . baglan warisan
atau hak deri harra warican vang sema gepeprti anak
lainnya sehsgal kawan warisnva.

Berkaitan dengan pelaksanasn pembagian
wariaan ltus sehubungan dengan adanya anak dibawah
uur dan  anak yang maelh dalem kKandungan. vyang kita
talm bshwa anaf vang masin dibawah umr serta yang
masih dalam kandungan itu tidak dapat berbuat hukum
gendirly, sehinggs diperlukan bantuan dari =seseorang
atau orang tuanya untuk mewaklli kepentingen anak
teraebot, Apabile kelak di kamudian heri
kepent lngan anak diganggu karena sengketa mengenai
harta warigan oleh pihak keluargs pewaris maka anak
tercebut (shli warizs) haruz bisa menunjukkan bukel-
bukti bahws 18 shll waris yang ash dari pewaris
dengan bukti-buktt otentik vang menguatkan

kedudukan ahli waries tersebutr misalnye dengan site



notariil, Dan pengertian dari agta notariil =dalah:
“Tuylisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat
bukti, dimana askte terbuat dibuat di hadapan
Hotaris atau psejabat vang berwenang” .

Cisinilah kemudian diperlukan adanva pihak
ke III (tign) webagal pengawas terhadap pelakainsan
pambagian hartsa warisan tereebut dan Juga untuk
meavakilli kapentingan =ansk (ahli waris) dalam
melakukan tindakan hokum dalam penbuatan akta
notariil, yang di Indonesia tugas PENZAWASAR
teraebut dilakukan oleh Balei Hartsa Peninggalan,
Eepentingan &ahli  waeris termasuk ahli waris enak
dibagah wunur dan yang wmasih dalam kandungan vang
dilindungi seperti fermaksud dalam pezal 2 KUH
Perdata terssbutbt, baru bisa terlaksana apabila ada
kematian. Sebagaimana tersebut dalem pas=al B30 XUY
Perdata, yaltu

"Pawarisan hanya barlangasung karena

kematian”,
Adapun vang dizaksud dengan warizan menuvrut Wibowo
Rekpopradeto, SH adalah
“Suatu cara penyselesalan perhubugnan o kom
&:Lﬁ%ibaggzgzzgf;:n tSEE?HEBaEESEESEk ygﬁg
meninggal dunia tdentang kekayaan van

ditinggal dag cara peralihanya kepada ans
wariasnya.,” )

2) Wibowo Reksopradoto, Huknm W¥Waris, Seksi Hu kom
Eerdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1883,
al.l



Merurnt H.F.A. Vollmar, pelaksanaan Ekepentingan
atay pemisahan harta karun dilakuken tergantung
dari keadaan-keadsan. Yaitu., arabila semus waris
mempunyal  psngelolaan bebas atas benda-bendanya,
lagi pula mereka semua hadir, pemicahsn harta dapat
dilakukan menurut cars sepert} yang disnggaP balk
nlen mereks semuanys. )

Jiks hal ini tidak terjadi, maka pemisahan harta
karun dilakukan herdasarkan pasal 1072 HJH Haces
vang hevbunyl

"Pemicahan harta Peninggalon harus

di langpungksen engsn dibadirt oelh Balsl

Herta Ceninggalen. secagaimsna diatur pada

ayat Lkemaru pasal 417 Xitab Hukum ini,

cepartl 1wm olsh wall dan wali PpPengawes,
manalkala talai ity tidak menjedi wali
manpun wali pengawan”.

Tlepa pasal 1672 KJH Pardata tepzebut diatae,
tarlihat bahwa pemisahan harta itu harus dilakukan
a1 hadapan Balai Harta Peninggalan, sshingga disin)
dapat dlzimpulkan bahwa peranan Balsl Hartse
Feninggalan dalam pemimahen bharta itu cdeml hukum
retap berperan cebagal wali pengawas., walaupun la

titdtak bhertindask aAebagai walil yang ditunJduk oleh

pars ahll warls atean pewaries dalam wasist.

4) HF.4, Vollmar, Pepgantar Studl Huknam
Perdats, Jiitd 11, Terjemshan [.5. Adiwimarta, CW
Rajawall Jukarta, 1884, hal. 38-3%8.



jadi dAalam hal pemisehan harta itu kehadiran Balai
Harta Peninggalan 5ebagai wali pengdwis aralah
mutlak diperlukan.

ppablia Pasal 1072 fUH Perdata tersebut
distas dihuhungkan dengan pasal 348 KUH Perdata

yang bervbunyl

“Jigalau, setelah sl suam! meninggal dunia,
jmtry menerengkan, atau eetelah dipanggll
dengsn msah 1tu, mengekul bahwa ia sedang
mengandung, maka Balal Harta Peninggalan
harus menjsdl wall pengawas atas buah
kapndungan a8t istri tadi, dan perwalib
mengadakan segala tindakan yang perlu dan
nendesak gund menyelamatkan dan mengurus
harts kekavasnnya., demikisn 1tulah, baik
untuk kebahagizan o) anak, bilamana inl

hidup dilahirkannys. malpun untuk
kehahagiaan sagnla meralka yang
berkepantingan.

Apabila anak itu hidup - dilahirkan, mzaka

sturan-aturan biamsa tentang perwalian,

harue dipesrhatikan.”
Mska dapatlah ditarik kesimpulan hshwe peranan
Balali Harta Peninggslsn  dalam peémisahan  harta
warisan, apshila gda anak di dalam kandungan, maks
Balai Harta Peninggalan dissmping sebagal wall
pangawan, Juga berlaku sebagai wall pengampu
tarhadap anak  yang maaih didalam kandungan
terpebut. Dsn setelah anak itu lahir dalam keadaan
hidup maka berlskulah kemball bhukum perwalian ltu
peparti biass, dimana Balsi Harta Peninggalan hanya
berperan sebagal wall pengawas. Sedangkan orang tua
vang maaih hidup (ibu} Therperan sebagai wali

pengampl terhadap anaknya tersebut.



Kewadlban orang tua sebagai wall dari anak-
anaknys Jiks &ada anek yang mseih di bawah umur,
mnaks kewaJibannya yeng utama setelah meninggalnya
aysh atan ibir  adalsh melakukan inventarlieaei
t.arherap barang-barangnva.

Hal inli penting dilskukan, karens untuk menetafhkan
hok yang didapat. oleh anak tersebut.

Tarhadap suami stau istri yang hidup terlama Yyang
bidak melakukan pembuatan inventarisasl barang-
barang tersshnut dalem waktu 3 {tiga) bulan setelah
men inggalnya &l pewarle maka la dapat dikenakan
aankei wyaitu

- Pagal 127 HUH Perdate. valtu

b bives persatusan akan  berlalan terus,
gpablla menguntungksn zi anak.

-~ Pamaj 315 KI/H FPerdate, ¥Yaltu

hahwa mareka skan kehllangan "“hak nikmat
hegil”, yaitu bak untuk menikmati segals
hagii herta kekayaan ansk ity sepertl
rdmlan Pasa]l 311 KUH Perdata.
Sanpkol inl dapst dilaksanakan deng&sn ¢ cara, Yaitu
senars “postenpteleel”, dilihat, kasus Pper kssue
apakah menguntungken sisnak atau tidak, dan secara
“aaldo stelael”, yaltu dengan care membandingkan
antara csluruh harta peninegalan pPada saat &1
pewnrin  meninggal dunia, dan pada ssafr  persshuan
harta kekayaan berakhir, yaltu pada waktu si  1ibu

atau bapak yang menjsedl wall membuat pendaftaran



boedel (harta peninggalan) atsu peda saat si =anak
nenjadi dewasa. 4)
Apabila terjadi penyimpangan terhadap hal
tersebut diatss, misalnyva, rpelangdgar ketentuan
- Pendaftarsn atau inventarisasi harta
kekayaan,
- Pembagisn warisan tanpa hadirnya Balai
Harte Peninggalan bila ada snak Ji bawah
emum.
Maka hal inileh yang menarik psrhatian Penulis
untuk meobahas dalam ekripsi inl tentang bagaimana
dan apa tindakan huykum yang diperbuat o¢leh Balai
Harte Peninggalan terhadap pelanggaran ketentuan

tergebut diatas,

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Dalan pepbahasan skripesl penulis yang
berjudul PERANAN BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI
WALI PERGAWAS UNTUE MHELAKUEAN TINDAEAN HUEUM DALAM
PEMBUATAN AKTA-AKTA NHOTARIIL, makn permasalahannya
dirunmuskan sebegai berikut

a. Sampai @&esjach mena peranan Balai harta

Peninggalan sabagal wali pengawas dalanm
pembagian harta warisan tevhadap anak di

bawzh uwmur 7

4) Ko Tiai Sing, Hokom Perdata Hukvm Eelusrga,

Jilid iL.s Seksi Perdats Barat, Fakultas=s Hukum
Universitag Diponegoro Semarang, 1981, hal., 201-202.



b. Apakah fungsi akta naotaris dalan
Pembagian wariean anak di bawah pmur 7

¢. Sampal sejuuh mana hek dan kewsjiban
Balali Hmrte Peninggalan =sebagai wali
Pengawas dengan adanya pembagian harta

warigan 7

1.3. TUJUAN PEHELITIAR
Tujuan utama vyang ingin digepal dalap
melakukan penelitian inl mdalah sebagai berikut

g. Untuk momparcleh ganbaran yang
sesungfuhnya m®wangenai arti pentingnyva
Balal Harta Peninggalan sebagai wall
pongawas dalam peopbagian harte warisan
terhadap anak di bawah umur.

b. Untuk lebih wmengetahuyl peranan Balai
Harta Peninggalan untuk melakukan
tindakan nokun dalem menvelesaikan
pernagalahan vang timbul apabila terjadi

sengiteta mengenai harta warisan VEaNg

Jatuh melvang,

1.4. PEHBATASAN HASALAH
Delam skripsi penulis ini, penulis membatasi
pads eesalah-nasalah peranan Balai Harta

Peninggalan sebagai wali pengawas sehubungan dengan

adan¥e ahli waries dibawah umur.

Selain itu, penulis juga vepbahes tentang fungsi

akta notaris dalac pembagisn harta warisan, Juga

10



wengenai hak den kewajiban Balai Harta FPeninggalan

sebugai wali pengawas dalam pembagian harta

wariasan.

1.5. HETODOLOGI PEMELITIAN

~ Langkah-langhkah yang ditempuh penulis dalan

penelitian yaito

nl

Hengenai metode pendekatan

Yang dipergunakan delam pensalitian ini adalah
metode pendekatan yurldizs normatif. Earena
dalsn penelitian ini akan dibicarakan mengenai
persoalan-personlan yang bearhubungan dengan
hukum.

Adapun yang dimaksod dengan pengertian yurldie
tersebut adelah bahwa  dalam nengadakan
penelitian ini kami tidek lspas untuk
penperhatikan ketentuan-kstentuan hukum yang
sudsh ‘tertulis dan terkodifikasi, yang dalam
hal ini =dsalah ketentuan-ketentuan hokum
keluergs den hukum waris dalam EUH Perdata
vang berlaku di Indonesia pada saat ini, guna
neninjau dan melihat masalehnya.

Sedangkan pengertian normatif yang
digebut Juga dangesn pengertian hukum yang
doktrinal, yaitu karena dalam mengadakan
Penelitian ini kami hanya skan mempergunakan
gunber«sumber data sekunder 58 ja, vaitu
peraturan vetundang-ucndangan, keputusan-

keputugan pengedilan, teori-teori hukum dan

11



pends pat-pendapat pars eserjana hukun terkemuks

stau yang sudsh berpengalamari. )
Dengan demikien psndekatan Yuridis normatif
berarti bahwa dalam penelitian ini selain
digunakan ketentusn-Ketentuan hukum posltif
vang telah berlaku di Indonesia, Juga kaml
akan menerima pandangan-pandangan atau
pendapat ~pendapat dari para ahli sarlana hukum
vang telsh Tberpengalaman dalam menghadapl
berbagal masealah hukum yang parnah terledl dl
Indonesia ini, terutama yang terkait dengén
permasalahan - dalam penelitian ini, =sehinggs
nantinya =2kan dipsroleh hasll vang kongkrit
dan dapat dipertanggung Jawabkan.

b. Spesifikasmi penslitian
Untuk mendekatl pokok magalah penglitian maka
panulis mempergunakon penelitis n yang bersifat
diekriptif, waitu hanya akan melukiskan atau
mengeambarkan keadaan obysk-obyek wyang mehladi
parmagalahan esada sshingga hal ini dapat
memberikan suatu kesimpulan darl keadaen obvek
maealehnya, khusuanya yang berhubungan dengan
Judul skripei inl.

c. Populaesl dan metode sampling
Wilayah easaran populael ialah &1 wilayah

Kotamadya Semarang aedangkan sebagal

saEmrmsmmTEm e e

5} Rony Hanltljo Soemltro, Metodologi Penelitlan
Hukum, Alumni Bandung, 1882, hal. 9.
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populasinya sasarannys  yaltu Kantor Balai
Hapta Peninggalan.
Dalzm penelitlan inl penulis hanya mengambil
sample tertepty  yaitn  dengan menggunaken
metode non  random sampling  yang  purposive:
karrna didaleam penelitien int tidak semus
vnour dalam populas! mempunval kesemPatan Yang
aama  untuk menisdi anggots sample. Jadi  yang
men Jacll. angeota  sample disinl  hanva mereks
yang dijumpal dan diperluksn aais dalam
penelitian ini.
Ade pin sSanple terasbut meliputli -
- Hakim Pengadllan HNegerl Semarang
- Apgratur Balai Harts Peninggalan Semarang
- Hotarlc
Mrtode pengumpulan dats
- Dzta primer
[Mlakuksn <engan wowancara terpimpln dengan
nemnpergunskan paduan wawancara  (interview
gandal  vyeng telah dipersiapkan terliebih
dahulo dalam bentuk pertanyasn.
- Data cekunder
Mo rupakan data yang dipercleh melalul studl
kepuntakaan yarg  ads Ealtannys dengan
masgalah yvang ditelltl.
Metode analiss dats
Didasarkan pada metode normatlf kualltatif.
Nparmatif artinya sua tu analiss dengsn

mengambil normz-norma hukum vang ada di  dalam
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praktek, khususnya hokun dalarc lapangan
keperdataan. EKwalitatif artinya analisa vang
digunakan dengan eemilih hal-hal yang
berkwalitas saja. Jadi analisa norpatif
kwalitatif artinya dengan mengambil norma
hukun Yang ada. tidak melihat banyvaknys aturan
hukun ¥ang digunakan dengan perkataan lain
vang relevan saja ©) sehinggas didapat data
yand dapat digunakan sS&bagai penguat delan
pembahasan ini, kemudian dibahas dengan
Pemecahan yang ads dalam sghrips=i.

Demikianlah ~metodoclogi yang dipergunaksn dalam

meppercieh dats-data yang diperlukan dalam rangka

mengadakan penelician hukum, gehingga akan

dipercleh suatu kesimpulan vang maksinal.

1.6. SISTEMATIEA PERULISAN

Untuk = mewPeroleh hasil yang meksinal waka,
penyusunan  penulisen  ini panulis bagi penjadi 4
{empat) bab, dan tiap-tiap ‘bab dibagi lagi wmeniadi
gub-sub bab, hal ini dipaksudka supaya jelas dan
nudah dipahapi. Adapun bab-bab tarsebut terdiri
dari

BAR I. PERDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang iatar

belakandg permasalmhan, perumusan masalah,

8) Ibid, hal., 93-g5.
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RAB

BAB

IAR

LI.

T1I.

IV.

tujuan rpenelitian, penmbatasan masalah,
sistematika penulligan dan metodologl

penelitian.

LANDASAN TEORY

Dalam hab in! akan diuraikan mengenal
dnsar, tugas, wewenang Balal Harts
Peninggalan =ebagsal wall "dalam pembaglian
hArta twarisan terhadap angk di  bawsh
umur. serta akan dlbahas mengenal peran
Balat Harte Peninggelan dalam penbuatan
akta notaris dalam pembagian harta

wariegsn terhadap ansk dibaweh wumur.

HASII, PENELITIAN

Pemeczahan masalah, pada bah ini
Aikernukekan eemua hasil penalitian  yang
dipercleh sgerts menguralkan hal-hal apa
vang menjadt  pemecehan masalab dari

tulizan ini.

PENIUTEUP

Delem babh 4ini a2kan penulis uraikan
mengenas] kesimpulan dari penelitien dan
sedlkit saran yang mungkln bermanfaat
hagi orang banysak rerutamse dalsm

perkembangan Hukum Perdata Nasional vyang

skan datang.
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1_ Dasar, Tugas  dan Eewnjiban Balai Harta
Peningga lan
Hegare Indonesia sdalah merupakan negara
yang sedang berkembang vyang mpasih berjalen dalam
taraf penoarian identitas dirl. Oleh karena ity di
Indonesie kini masih berlaku hukum yang bermoacap-
macan Sshingga bersifat plurarisne.
Hael ini terbukti bahwa disawping berlako hukum vyang
bersifat nasional, juga »pasih barlaku pula
bernacan-nacan hukun adat di  berbagai wilayah
Indonesia ini. Bahkan dengan adenyn Pasal II Aturan
Paralihan Undeni-Undang Deear 1245, yang berbunyi
"Sedala Badan Negara dan Peraturan yang ada
nasgih langsung berlakoy, galans belun
diadakan yang baru  wenurut Undang-Undang
dagar {n{, 1)
Dari bunyi Pasal II Aturan Peralihan tersebut
diatas mnaka akan wmecberi keeempatan bagi hukum-
hukue ataz peraturan -peraturan yang telal pernah
berlaku sebelun kemerdekaan dulu untuk diberlakukan

kembali di Indonesia pada oAsa sekarang ini.

L’Rk. Wantjik Saleh, Tiga Undang-Undmng Dasar,
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hal. 15-18.
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Di dalam berbagal hukuem vyang berlaku di
Indonesia inl ternvats terdapat kesawaan pandangan
pengenal anak di bawah uwuvr. Ini terbukti, karena
apebila #eorand anak yYang belum dewasa menuruot
hi kom 2dat atau hukue Islam eeupun menurut hukum
barat (RUH FPerdata), maka seorang anak yang belom
dewaga itu tidak dapat melakukan perbuatan hukum
sendiri tanpa pertolongan crang lain. Oleh karena
itu hokue adat den hukum barat keduanys mengenal
pula adanya suatuv sisten loxbags perualian.
Perwalian ménurut hukum Islam atau hukuo adat jalah
gesuetuy eenfenal wrusen wall, vyaitu pessliharasn
den psngawasen 8nak yatin dan hartanya.?)
Sedangken  perwelisn mepurut kom  barat (EUH
Perdata) adealah pengawesan terhadep  pribadi dan
pengurusan harta kekaysan secrang enak veng balum
dewasa, Jika  anak itu - tidak beradsa  dibawah
kekuagaan orsng tua. 3

Adapun tenteng pengurusan anek di bawah umur
di Indonesis tidak hanya cukup diperlakuken adanya
parwalian aaja, tetapl juge parlu diadakzan
Pongawasan Yanf di Indonesia dilakukan oleh Balail

Harts Peninggalan, Yaitu suatu lembage yang berasal

2}Poerwndnrmintc, Kamus Unun Bahasn Indonesia,
Balai Pustahka, Jakarta, 1985.

i Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum
Pembuktian, PT. Bina Aksara, Jalarta, hal. 158
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dari pemperintah Hindia Belanda, ¥ang werupakan
bedan negara dengan tugas ‘yang diatur dalam
Instructie voor de Weeskamer Stbl. 1872 No. 156.4
Yang menjadi daser berlakunya Balai Harta
Peninggalan dalam turut serta sebagai wall pengawas
dalasn setimp adanya tugss perwalian di Indonesia,
yaity pasal 366 KUH Perdeta, yang berbunyi
“pDalam tiap-tiap perwalian yang diperintahkan di
Indonesia, Balai Harta Peninggalan melakukan tugas
uali pengawas™.

Dalam neanjalankan pakerjasn sehari-hari
sebenarnya Balai Harta Peninggalan wenpunyai tugaws
dan kewsjiban yang banyak sekali tugssnys sebagai
wali pengawas yaAng turut pelindongi harta
perninggalan anak-anak yang pasih dibawah umor,
totapi sesuali dengan Judul skripsi ini, maka
penulies akan wmepbahes mwmengensl peranan Balal  Harta
Peninggalan asebagal wali pengawas dan fungsi gkta
notaris dalan  penbagian’' —harta warisan, Juga
menganai hak dan kewajiben Balai Harta Peninggalan
sebagni wali pengawas dalam pemnbagian harta
warisan.

Ssdangkan yang dimaksud dengan turat wolindungi

harta peninggalsn anak-anak yang maail dibewah

4)Earaturan Perundang-undangan Balai Harta
Peninggalan, Buku I, Direktorat Jenderal Hukum dan

Eggundang-undangan Departemen Kehakimsn, Hel. 9 dan
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umur, yaitu dengan mewakili kepentingan anak-snak
tersebut apabila ini bartentangan dengan
kepentingan ai walinya sendiri seperti terssbut
dalam pasal 370 jo 3668 EUH Perdata.

Tugas Balai Harta Peninggeslan Balai Harta
Feninggalan ini =sifatnya lebih wmenonjelkan pada
segi Bosial depi untuk kepentingan mpasyYerakat,
geportli misalnya tugess Balai Harta Feninggalan
sebagai uaali pengeawvas tersebut diatas, juga sebagai
contoh lain yaitu dalam tugasnya sebagal mengurusi
harta peninggalan orang-orang vang tidak ada
kuasanye atay terlantar, dan dalam tugas psngurusan
harta peninggalan orang-orang tak hadlixr.

Apabile dikugpulkan tugas-tugas Balal Harta
Peninggnlen tersebut, paka seépsrti tersebut dibawah
ini, yalty

1. Tugas selakna wall pengawas (toezisnde
voogdy) pasal 385 KUH Pexdata.

2. Tugas sSelaky wali semsntars, pesal 332
EUH Perdata,

3. Tugas sebagal pengawpu terhadap anak-snak
dalan kandungan {curatrica over de
engeboren brucht) pasal 348 FKEUH Perdatsa
Jo pasal 45 Inst. Baliai Harta
Peninggalan.

4. Tugas selaku pengampu pengawes {(toeziende

curatele), pasal 449 EKUH Perdata,
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Tugas pengurusan harta peninggalan oransg-
orang tak hadlix (afwezig), pasal 463 KUH
Perdata.

Tugas pengurusan harta peninggalan Yang
tidah =ada kuasanya/terlantar (onbeheerde
nataten schappen), pasal 1126-1127-1128
EUH Perdata.

Juge mengurus berang-barang peninggalan
dari penumpang-p&numpang den awak kapal
yANg maninggal dunia, hilang atau
tertinggnl pada kapal-kapal Indonesgia
(Sthl. 1886 HNo. 131;.

Tugas salaku pengenpu {ourator)
pengurusan harta keskayaan oYAng-orang
vang dinyatakan peillit, pmsal 13 ayat 2
Undang-Undang Kepailitan.

Tugas pendaftaran surat wasiat yang
disampaiken cole=h pars pelaksana wasiat,
para ahli waris, opara wallnya, pAra
pemegang kuapa natan wakil=yakil lein dari
aatiap sakta wasiat yeng mereka temukan
dalam boeda)l, pasal 42 Ov. {Bepalingen
omtrant de invoering wvan en den overgang
tot de nieuws Wetgeving Stbl. 1B4B  Ho.
10).

Tugas wmenbuat Surat FReterangan Hak Waris

untuk golongan Timur Asing selain Cina,



pasal 14 ayat 1 Instructie wvoor de

Gouvernements landnaters Stbl. 1816 Ho,
517.
10. Togas pengurusan pekerjean Dewan

Perwalian {(Yoogdyraad) yang dibentuk
dengan besluit Gouverneur Generaal van
nederlandsch India tanggel 25 Jull 1927
Ho. & Stbl. 1827 Ho. 382 =®mulai bearlako
tanggal 5 Agustus 1827.

11. Tugas Jabaten {(fungsi} darl College wvan
Boedelmoesteren nenurot panatapan
Gouverneur Generaal wvan Nedsrtandsch
Indie  dari tanggsl 31 Kei 1828 WHNo. 30,
Stbl, 1820 No. 46, yang dengan Sthl. 1873
Ho. 148 mrt. 1 divbah dengsan Sthl. 1885
Ho. 88 disershkan kepada Balai Harta
Feninggalen di Indonesia.

Dengan adanya tygas-tugas yang dibebankan
kepada Balai Harte Peninggalan seperti tersebut
diatas, maka iapun hkemudian mempunymi kewajiban-
kewajiban yanZ sesual dengan tugas-tugas itu pula,
pisalnya : dalam hal Balai Harta Peninggalan
bertugas sebadsi wali pangauas, maka ia menpunyai

kewajiban : 2

°Ma1i Afandi, Op.Cit, hal. 181,
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- Pazsal 370 a) mewakili kepentingan si ansak,
apabila ini bartentangan
dengan Hepentingan si wali.

b) mengharnshan si Wali
mewpunyal inventaris warisan

yang dijatuhkan pada el wali.

Pasal 371 Mengawasi pengurusan harta si
anak oleh S1 Wali.

Pasal 372 Tiap tahun minta perhitungan

pertanggongiawaban Sefara
singhat dari i Wali.

Pasal 373 HKenuptut pemecatsn terhadat =i

Wali apabila ada tanda-tanda
sdanya kecurangsn atan healpaan
yang besar dari si Wali.

Pasal 374 Permintaan nepada Pengadilan

untuk mengsngkat wali baru, jiks

perwalian terlueang.

2. 2. Peranan Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali
Pengawas Dalam Pemnbagian Harta Warisan Terhadap
Anak di Bawah Umur

Anak di hawah usur vyang dimaksud dalam
skripsi ini ialah seperti yang tersebut dalam Passl
33¢ ayat 1 RUH Perdats, yaitu bahwe seorang belum
dewasa =adslah vang belun mencapal uwour 21 tahun.

dan sesuai pula dengan ayat 3, bahwa mereha vand



belum dewasa dan tidsk berads di bhawah kekussasn
orang tus, berada di bawah perwaliasn.

Adapun pengertisan ansk yang dipaksudkan di

dalam penulisan ini adszlah

1. Apnak s=sah (wettig kind) waitu anak vang
dilahirksn dalam perkawinan crang tuanya,
pasal 250 EUH Perdata.

2. Anak disahkan {(gewettigd kind), wvaitu
anak yang lahir di luar nikah, tetapi
digahkanr dalam perkawsinano creng tuanva,
pasal 272 KUH Perdata.

3., Anak adopsi (adeptisf Kind) yaita anak
gah vang diangkat dengan jalan adopszi.
Pasal 8 ayat Zb dori Hukum Perdata dan
Dagang bagi golongan Cipa. (Burgerlijk en
Handelsrecht wvan Chinezen, Stbl. 1917 No.
128).

4. Anak yang pengesshannya mplai  berlaky
peda  ssat surat pengesahannya diberikan
oleh Presiden. Pasal 278 KUH Perdata.

5. #nak luar kawin yang diakui, dimana orang
tidak kawin sah. Pasal 208 KUH Perdatas.

6. Anak lahir diluar perkawinan dan diakui
cleh orang tua, Pasal 280 EUH Perdata.

Mengenai anak yang tidak diakui Pitle mengatalen

sebagsi berikunt
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“Antara anak yeng tidak diakwi cleh ayahnya
dan sanak kKeluarga ayahnya tidak ads
satopun  hobungan hokum keluarga. Oleh sebab
itu, dalam hal ini tidak adsa Hukom MWaris,
{AR ¢ Desember 1820 NI 1921, 273).
Sepanjang tidak ada hubungan perdata, atau
karena hukum {(si ibu)}, atav oleh pengakuan
{si myah) pake hubungan keluarga yang tidak
sah itu tidak berarti apa-apa dalam Hukum
waris-.B)

Menurut Yolipar, anak belum dewasa yang
tidak ada di bewah kekussaan corapg tua ada di bawah
perwalian. Sedenghan perwalian menurut  belian
adalah pengawssan  &tau orang sebagaimsna  diator
dalsam undang-undsng dan pengelolaan barang-barang
dari anak vang belum dewasa, baik keadaan dimana
anak belum deWssa yang zenpunyal wall berada,
masupun kedudokan  hukun dari  wali  Yang dibebani
pengawasan dan pengurusan . E)

Adapun dikatakan oleh Prof. Ali Afandi, SH tentans

perwalian ity i=zlah pengawssan terhadap pribadi dan

pengurusan harts kekayaan seorang enak Yang belun

E}&. Pitlo, Hukum Waris Menurut Eitad Undang-
Undang Hukum Perdata Belanda, Jilid I, alih bahasa M.
I=zsa Arief, SH, PT. Interpmasa Jaksrta., hal. 53.

77 5. Vollear, Pengantar Studi Hokun Perdeta,

Jilid I, terjemahan I.5.Adiwimarta, CV. Rajawali
Jakarta, hal. 150
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dewnsa, jiks anak itwn tidak berada di bawah
kekuasaan orang tuoa. 1
Dari timbulnpya perwalian tersebut, maka kemudian
timbul peranan Balai Harta Peninggalen sebagai wali
pengavwas ssperti tersebut dalam pasal 366 RUH
Pardata, yang berbunyi
“"Dalamn tiap-tiap perwalian veng
diperintahkan di Indonesis, Belgi Harta
Peninggalan barwajib welakukan tugas
pengawasan’,
Oleh karena itu, sesual dengan ‘togasnva sebagal
wali pengauas sepearti tersebut diatas, maka Balaj
Harte Peninggelan kenudian bartindak untuk
pelindungi kepentingen =i anak balun dewasa
terhadap adanya penbagian harta warisannya itu,
Yang dimeksud dengan harta warisan disini
inlah warisan yang terdiri doeri wsktiva paupun
pagiva, artinya 8)

Artinya. vaitu sejumlah benda vang nyata ada
dar/atauy barupa tagihan/pivtang
kepada pihak hketiga, Jjuga dapat
berupa hak immeteriil {(hak ecipta

dan sebagsinya).

8)41i Afendi, Hokup Waris Hukum Eeluarga Hukur
Peonbuktian, PT. Bina Aksara Jakarta, hal. 158,

9)5urini Ahlan Sjarir, Intisari Hukum Waris
Menurut BurgerliJk Wetboek, Ghalia Indonesia, 1983,
hal. 20.
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Artinya, yaitu sejumlah hutang pewaris yang
dilunasi pada pihak ketigs. mauPun
kewajiban lainnya (menyimpan benda

orang lain dan sebagainya).

2.3. Fungsi Akta NHotaris Dalam Pewbagian Harta Harisan
Terhadap Anak di Bawah Umur

Mengingat arti pentingnya akte ¥aitu sabagai
alat bukti waka hita perlu tahu pengertian dari
akta yeitu tulisan vyeng rsengaja dibuat untuk
dijadikan alet bukti. Dan #kta it s=andiri ada
bheberapa macam  yaitu akta dibaweh tangan, ekta
otentik dan akta notaria. Yang diraksod dengan akta
dibawah ‘tangan adalah akta yeng dibuat eoleh kedua
belah pihak vang berkepentingan dan tidsk dilakokan
dihedapan pejabat yeng bsrwenang. Sehinggz akta
dibewah tangan ini woasih dapst disengkal dan baru
penpunyai kekuatan pembuktian yang Sempurns apabila
diakui oleh kedua bealah pihak, atau dikuatkan lagi
dengan alat-alst bukti lainnva. Earena itu
dikatakan bahwa akte dibawsh tangan itun meruPakan
pernulaan bukti tertulis.

Yang dimmksud akta otentik ialah akte vyang
dibuat dan diresmikan dealam bentuk menurut hukum,
oleh ataon dihadapan pejabat-pejabat umum, ¥Yangd
bernenang untuk berbuat demikian itu, ditexpat

dimapa akte itu dibuwat. Dan untvuk dapat membuat



akte-akte otentik berdasarkan Pasal 1 Peraturan
Jabatan HNotaris, maka seorang Notaris harus
peppunyai kedudukan sebagei “penjabat umuwm”. Dan
vang dinaksud dengan penjabat umum ialah apabila ia
diangkat dan dihentikan oleh Pemerintah den dibert
weuenang dan KRewajiban untuk melayani publik dslam
hel-hal tertentu. Tanpa sdanya kedudukan itu, maka
ia tidak nempunyai wewsenang unfuk wmpembuat akte
otentik, Tentang kekuatan dari akte otentik ssbagai
alat pembuktian, kite dapatkan dalam Paaal 1870 EUR
Perdata yang menstapkan sebagai berikut :

“Buatu akte oteantik memberikan diantars para
pihak beserta ahli waris-shli warisnya atau
orang-orang . ya&ng pendapat hak  daripads
nereka, suatu bukii yang sempurna tentang
apa yvang dimupat di dalemnya.”

Sedangdkan ¥ang dipakesud dengan akte notaris

di dalap Penulisan ini adalah skts vyang tarmesuk
dalam party acten, yeitu suaty mkts  vang dibuat
oleh notaris untuk kepentingan para pihak sendiri.
Haksodnya, bahwa para pihek sendirilah vang
menentukan baik isi wmavpun Ketentuan-ketentuan lain
dalawm akta tersebut, yang dalam hsl ini baik olsh
ai pewaris ¥aitu dalem hal pembuatan akta
warisan/surat wasiat/testamen maupun ¢leh pars ahli
warts sendiri yaitu dalam hal pewobuatan akta

penbagian harta warisan.
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Dalem hal peobagian harta warisan ini,
apabila terdapat ahli waris anak di Dbawah umnur,
poksa proses pembuatan akta cleh notmaris tersebut
harua wmendapat persstyjuan terlebih dahulu  oleh
Balai Harta Peninggalan sebagal wali pengawas vyang
berarti bahwa didalaep melakukan pPEnNEAaVWASANNYR
disini cara yang dilakukan oleh Balai Harta
Peninggalan vymito mebelum hkoneep akta tersebut
dibyat akta, naka terlebih demholu netaris haros
mangiriokan konsep akta kepada Balai Harts
Peoninggalan untuk diteliti dan dicoecckkmn dengan
hasil poenelitian wyvang diperclehnya, baik berasal
dari laporan omtatan sipll maupun yang berasal dari
wawancesrs antara  Balai Harta FPeninggalan dengan
wali dean Jjuga berpedoman pada daftar inventaris
yang telah dibuat oleh wali dar! anak yang belun
dewesa Jtuy, [Dan dulam pembuatan akta oleh notaris
itu. hanya dapat dibuat apabilea hal itu dikehendaki
atau diminta | “oleh yang ‘berkspentingan hal mana
bararti bahwa notaris tidak berwenang untuk membuat
akta otentik seesra jabmtan (ambtshalve). Dengan
damikian notaris tidak berwenang untuk membuat akta
di bidang hukuep publik. Wewanangnya terbatas peada
pembuatan akta-akta di bidang hukum perdata.
Peobatasan lainnya dari wewenang notaris dinyatakan
dengan perkataan-perkataan mengensai semua

perbuatan, pserjanjian dan hketetapan., Dan tidak




gemug akia dapat dibuat oleh notaris, akta tetapi
hanya Yang pengentl perbuatan, perjanjian dan
ketetapan, gseperti yang tercantum dalam Pasal 1

P.J.H.

Tentang daftar inventaris tersebut berisl antara
lein yaitu

- daftar harta peninggalan vang
ditinggealkan.

- daftar tentang ciapa saja yang berhak
sebagai ahli waris dazi harta peninggalan
tersebunt.

Sebagai akte otentik, kerena dibuat cleh
dinadapsan pejebst umum/notaris, maka akta tersebut
pempunyai kekustan pembuktian yang mutliak, sehingge
pkta otentik itu dapat berperan sebagai alat bukti
yang kuat apabils terjadi pereengketaan. Dan orang
vang menbantah pembenaran akts tersebut maka dia
sendirilah vang harus pembuktikan akan

katidakberesan deri akts tersebui.



BAR III
HASIL PEHELITIAN

3.1. Sejarah dan Pengertisn Balai Harta Peninggalan

Brlai Harta Peninggalan adalah lembaga vyang
bertugas nenangani harte peninggalan sehubungsan
dengan pevWarisan, kepailitan, dan harta yang tidak
tarurus. Lembsgs ini dahelu disebut “Wees Boedel
Kamer" waitun susatu lembags vang berasal dari
pemarintah Hindia Belanda. Untuk mwmengetahui apa
latar belakang dari pembsentukan Balai Hartsa
Peninggalan tersshut kiranya perlua &ita w=menolsh
Jauh ke  balskeng beberapa ratus tahon yarg lalu
yaitu masuknya bangsa Belanda ke Iindonesgia.

Henurut sejarsh. Bang=sa Belanda =zesuk ke
Indonesia pada tahun 1598, FPada mulanya mareka
datang sebagai pedzageang. Tetapi karena pada waktu
nereka dstang di Indonesia bersaing dengan pedegang
Cina, Inggris dan Portugis vyang mempunyai armada-
armads besar maka kerudian nntuk menghadapi
persaingan tersebut orang-orang Belanda wendirikap
suatu perkompunian dagang yang disebut “Vereenigde
Oost 1Indische Compagnie™ yang dapat disingkat
dengan V¥.0.C yang untuk selanjutnya hal ini oleh

bangse Indonesia dissbuthys dengan nama “Rompeni" .
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Eenudian dengan makin peluasnys kekuasaan
kompeni di Indonesia maks timbullah kebutuhen bagi
para anggotanya, khusus bagl kepentingan ahli waris
yang bersda di Nederland, anek-mnak yatim piatu dan
sebagainva. Untuk menanggulangi kebutuhan-kebuiuhan
itulah oleh Pemerintah Belanda dibentuk suato
lembaga vang diberi nama Wees Beoedel Kamer (Balai
Harta Peninggalan) pada tanggal 1 Oktober 1624 yang
nena lembaga ini berkedudukan di Jakarts.

Gleh karena hari deeli hari tugas-tugas Balsai
Harta Peninggalan wmengalamni perkembangan rpesat,
maka kepada Balal Harta Peninggalan diserahui puls
tugas untuk meggurns bosdel golongan Eropa lainnys
dan golongan Timor Asing vang dipersamakan dengan
golengan Eropa. Balai ini mengalami perkeobangan
lagi hingga sekarang bahwa bhalai tersebut tidak
saja digunakan eoleh golongan Erops den dolongan
Tieur Asing =aja, askan tetapi juga golongan pribumi
yang tundu k pada BW.

Sebagai penuntut dalam menjalankan tugasnya
g¢hari-hari diberikan dalan sueto instruksi.
Sepanjang sejarahnya Wees Boedel Eamer/Balal Harts

Peninggalan mengenal 4 mecam aturan, wyaitu
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1. Tanggal 16 Juli 1625 terdiri dari 49 pasal van
eangsator organisasi dan tugas-tugas Balai Harta
Feninggalan.

2, Tahun 1842, pada perlakuan kodifikasi pertama
hukun Indeonesin, vang 1isin¥a kire-kira sama
dengan yang pertanpa.

3, 5tbl.1818 Ho.72, yang dibunat setelah pemulihan
kembali kekuasaan Belanda di Indonesia sesudah
pemerintah tentang Inggirs vang Jjugs tidak
banyak perbedaan dengan vang terdahulu.

4. Sthl. 1872 No. 186 vang didasackan pada
berlakenya perundang-undangsan baru di Indonesisa
pada tahun 1848 dan masih berlaku sanpai
sekarang.

Digsamping peratoran-peranturan yang disebot distas,

Wees Boedel Kamer/Balal Hartz Peninggalan mempunyai

pula peraturan jaobatan, - yaitu "Huishoudalijke

Regeling of Dianstrag lement™ dan  masih berlaku

ssupsl seRarang. ditetapkan dengan beslujt tanggal

30 Haret 18903 Ho.l4 Bij blad Fo.5848. Selain dari

peraturan-peraturan «dan peraturan Rumsh Tangga

tersebut, Balai Harta Peninggalan mempunyai juga
peraturan kevangan, yaitu uniuk nengator
pelaksanaan Pengurusan terhadap Segala uvang vang
berasda dalae pengurusannya, yaitu "Vereeniging tot
eens mpassa van de hkassen der Weesksamer en der

Boedelkamer en  regeling wvan het bhehear dier



kassen”, ditetapkan dengsn ordenansl tanggal 18
September 1857 Ho. Z2183.

Seguai dengan meksod dan tujuan  pendirian
Balai Harta Peninggalan Jakarta seperti yang
disebutkan diatas yaitu untuk ‘wmemenuhi kebutuhan
orang-orang ¥.0.C maka pendirian Bsalai Harta
Peninggalan diperbagai tempat tergantung dari
kemajuan-kemajuan teritorial yang diperoleh olsh
¥.0.C dl Indonesia. BSecara Jlengkap data-data
mengenai pendirian Ealai Harta FPeninggalan di
tempat-tempat lain tidak dapat ditemvkan lagdi,
tetapi dapat dicatat, bahga Balei Harta Peninggalan
di Bands pada tahun 1878 sudah ada, di Amben tahcn
1684, di Semarang dapat diketahui didirikzn pada
tanggal 17 MKei 1783, di Padang pada tahun 1738, di
Surabays tahun 1808, Sshingga dieini penulis
menegaskan bahwa karena peninggalsn Jjaman kolenial
Belanda, waka Jjumlah Balsi Harta Peninggalan sangat
terbatas, jadi tidak aetiap propinsi ada.

Mengenal perwakilan-perwakilan Balai Harta
Peninggalan diketahui sudsh ada di Palewmbang tahun
1691, di Jepara tahon 1727, di Timor tahun 1739 dan
di Benghkulu tahan 1827.

Eemudian dengan beshuit EKersjaan Belsanda

tanggal 4 Juli 1821, Ko. B0 {(Stbl. 13921, No.488)

ditetapkan bahwe dslam wilayah hukum dari tiap-tisp

Raat Van Justitie dibentuok eebush Bsalay Harts



Peninggalan , yang tempat kedudukan dan wilayah
kerjanya diatur oleh Gubernur Jendral (sekzrang
oleh Henteri Eehakiman). Henurut stbl. 1926 Ho.41
jo 127 Balai Harta Peninggalan sada di Jakarta,
Surabaya, Semarang, Padang, Ujungpandang dan Hedan.
Balaji-balai Harta Peninggalan di Bandung,
Yogyakarta dan Malang vang didirikan dengan 5Stbl.
1821 HRo. 575 dihapushan pada tenggal : Juni 1826
(3tbl. 18268 Ho.41 Jo 127) dimana ditetapkan pula
bahwa  Balmi-balai Harta  Peninggalan Jakarts,
Semarang dan Surabaya masing-mwasing dalaw wilayah
kerjanys mensrvglkan Pekerjaan-pekerjaen Balai Harta
Feninggalan di Bandung, Yogyakarta dan HMalang vang
telah dihapusiap,

Selanjutnys delan  Sibl. 1934 No.28B
diperintahkan kepada Balai Herta Peninggalan di
Hedan untuk melaksenazkan kewe jiban-kewajiiban dan
pekerjaan-pekerjann Bala$ Harta Peninggnlan di
Padang dan kepsda EBalai Harta Paninggalan di
Surabaya diperintahkan untuk melaksanakan
kewajiban-kewajiban dan pokerjaan-pekorjaan Balai
Harta  Peninggalan Ujung Pandang. Akan tetapi
perintah kepada Balai Harts Peninggelan di
Surabaya tersebut kemudian dihapus dengan Stbl,
Ho.35, karena negara Indonesia Timur pada waktuy itu
telah membentuk Balai Harta Peninggalan sendiri

dengan Stbl. 1847 No.9 dan berkedudukan di  Ujung
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Pandang, dengan perwakilan-pervwakilannys di Henado,
Ambon den Denpassar. Tetapi kemudian Bslai Harta
Peninggalan Ujung Pandang beserta perwakilan-
perwakilannya dihapus lagi dengan surat Keputusan
Menteri EKehakiman tanggal 12 Oktober 1964, Ro. J.4.
10/11/24 dan tugas-tugasnya dialihkan kepada
Pengadilan—Pe?gadllan Negeri setemnpat dalam wilayah
bekas Balai Harta FPeninggslan Ujung Fandang
tersebut.

Akhirnya padn.  tshun 1876 oleh Henteri
Fehakiman dirasa. parlu untuk membentuk kembali
Balai Harta Peninggalan di Ujung Pandang dan
perwakilan-perwakilannya., maksa dengan Surat
Keputusan Henteri  Kehakiman tanggal 23 Oktober
1876, HNo. 4.8, 4/8/1 telah dibentuk kembali Balai
Harta Peninggalan di Ujung Pandang.

Setelah itu, dengan penyatuan @ Timor-Timor
dalam tahcon 1876 ke dalam wilayah Indonesia, Dili
menjedi perwakilan Balai Harta Peninggalan Ujung
Fandang. Menpurot thasil penelitian menun) ukkan
sampai ssat ini ads 5 buah Balai Harts Peninggalan
di Indonesia yaitu di Jakarta, Semarang, Surabaya,
Hedan dan Ujung FPandang, masing-masing dengan
perwakilannya yang ditetapkan tempat kedudukan dan
wilayah kerjanya oleh Menteri Kehakhiman sesuai
dengan pasal 20 peraturan-peraturan Balai-Balsi

Herte Feninggelan di Indonesia 5tbl. 1872 Ho. 1B8.
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Perwakilan-perwakilan Balai Hartsa

Peninggalan seopai saat ini sda sebanyak 38  buah,
vaitu
1. Balai Harta Peninggalan Jakarta, mespunyai

Perwakilan masing-masing berkedudukan di
a. Bandung (Perwakilan Besar)

b. Palembang {(Perwakilan Besar)

c. Sukabumi

d. Bogor

. Tasikmalsya

f. Cirebon
g. Purwakarta
h. Serang

i. Pangkelpinang

J. Tanjungkarang

k. Pontiznak

1. Singkawang

Ealai Harta Peninggalan Semarang wenpunvai
perwakilan masing-masing berkedodukan di

B. Sprakarta

b. Yogvakarts

c. Pekalongan

d. Purwokerto

e. Magelang

f. Tegal

Balai Harta Peninggalan Surabaya mempunyai

perwakilan masing-waging berkedudukan di

12
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&. Halang

b. Eediri

c. Banjarmasin

d. Samarinda

2. Jenber

f. Probolingdo

€. Madiun

Balai Harta Peninggalan Medan menpunyai 7
peryakilan masing-masing bsrkedudukan di

a. Kisaran

b. Fematang Siantar

¢, Tanjungpninang

d. Bengkalis

e. Bindai

f. Banda Acech

g- Padang

Balai Harta Peninggalan Ujung Pandang mewpunyai
& perwakilan, masing-m#sing berkedudukan di
a. Hsnado

b. Ambon

c. Denpasar

d. Jayapuors

e. Rupang

£. Dili



Selanjutnya karena perkeambangan hukum vang
berlaku maka dengan =danya2 keputusan Kenteri
Kehakinan Republik Indonesis tangfal 24 Januari
1987 nomor Al. O1-PR.08.01 tshun 1287 tentang
penghapusan kantor perwakilan Balsi Harta
Peninggalan menyatakan bahkan seluruh kantor-kantor
Balai Harta Peninggalan dihapuskan dsan antuk
selanjutnys ditangani langsung oleh masing-masing
Balai Harta Peninggalan yang membawahkann¥a.

Dalam struktur crganisasi Departemen
Kehakiman, Balai Harta Peninggalan berada di bawah
lingkungan Diraktorat Perdata pada Direktorat
Jenidral Hokum dan | Ferundsng-undsngan - berdasarksan
Pasal 245 Jo 285 Surat Kepuotusan Menteri Eehakiman
He.J.5.4/3/7/Tahun 1875,

Dari kalimat tersebut dapat diartikan bahwa

Balai Harkta Peninggalan adalah suatu
badan/jawatan/instansi vertiksl vang tergolong
dalam Departemen Eehekipan R.I yang sS8.m8

kedudukannya dengan instansi-instansi vyang lain
separti Pengadilan Hegeri, Ipigrasi, Lembags
FPemasvarekatan maupun Balai Bimbingan dan
Pengetasan Anak {(Bispa).

Dari namanys tersebut terlihat bshwa Balai
Hart=a Peninggalan =merupakan sustu  badan wang
tenZambil keputusan-keputusannya dalam syatu Dewan

dengdan  ketuanya, beberapa anggcots, Romisaris dan
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seorang sekretaris, sedangkan pengurusan kKeuangan
diiakukan oleh seorang bendaharawan, Seorang
pemagang buky dan tenaga-tenaga pembantu lainnya,
geperti pemegang kas.

Adspun tuges-tugas Balai Harta Peninggalan
tersebut selain diatur didalan EUR  Perdata, Jugs
distur secara khusus yaitu didalamon Instructie wvoor
de weeskamper in Indonesia atau peraturan untuk
Balai Harta FPeninggalan di Indonesia, S5tbl. 1872
Ho.168. Walsupun peraturan-peraturan yang =mengatur
nengenai Balai Harta FPeninggalan ini hampir
sebagian besar adaiah peraturan-peraturan
peninggeslan Jjaman pemerintahan Hindia Balande,
tetapi Balai  Harta Peninggalan sanpal Sekarang
tetap diberlaknkan di Indone=ia dan tidak dihapus
cleh Ppeeerintah. Hal ini karesna tugas Balesi Harta
PeningEalan tersebuf diatur didalam Undang-undang,
sedangkan uontuk  menghapgus vndang-undang adalah
wewenang dari Badan Peabentuk Undang-undang/Badan
Logislatif, sehingga selama undang-undang itz belun
dihapuskan maka Peraturan yang lama tetap berjalan
sebagainana digsebutkarn dalam Pasal TII Aturan
Peralihaen Undang-Undang Dasar 3945.

Pendertian Balai Harta Peninggalan menurut
Instructie Yoor de weeskamers diatur dalan

Bab I Pasal 1 dan Pasal 2 Instructie voor de

39



Heeskamers in-Hed-Indie, ordonantie van 5 Oktobsr
1872, Stbl. 72-166, i.w.g. 1 Juli 1873 (Instruksi
untuk Balai Harta PFPeninggalan di Indonesia,
ordonansi tanggal 5 Oktober 1872 L.N. 1872 No. T2-
180 mulai berlakn tanggal 1 Joli 1873) yang
berbunyi sebagai berikut
Pasal 1
“Balai Harta Peninggalan merupskan badan pemerintah
dengan tugas vyang diatur dalam instroksi ini  dan
dalam peraturan perandang-undangan lainnya".
Pasal 2
"Jumlah wilayah kerja dap susunan  dan segala
sesustu wang berkaitan dengannya diatur dalam
peraturan tersendiri®. (LN - 1834.- Z8)
Jadli dapst disimpulkan bahwe sengertisa Balai Harta
Feninggalan @menurnot Instructie voor de weeskamers
ialah
"Badan pemerintah yang Secara vertikal
berads —di -bhawah lingkungan jandral hokum
dan perundang-undangsn Eehakiman RI vyang
merupakan unit pelaksanz hukum didelam
melaksanakan tugas dan kewajibannya sesual
dengan yang diatur dalam KUH Perdata dan

KUH Dagang”.



3.2. Peranan Balai Hartaz Peninggalan Sebagai Wali
Pengawas dalam Pembagian Harta Warisan Terhadap
Anak di Bawah Upur

Tuejuan hukum acdalah mengsatur hubungan antara
manusia dengan manusis lainnya dalam segala aspek
kehidupannyas di dunia ini supaya tidak terjadi
petrtentangan delan wasyarakat. Berpijak dari
pernyetean tersebot maks =ecara khusuos dapat
dikatakan bahwa tujuan dari hukem waris adalah
antuk =weengatur peebagian harta warisan dari si
pnewaris kepada para ahli warisnya sagar tidak
terjadi persenghketaan mangenai harta peninggalian
diantara para ahli warisnya. Adapun tujuan
diadaskannya peraturan hukum waris yeang utana adalah
untuk melindung: ahli waris anak di bawah unor dari
kenunghinan adanys kecurangan stan peavalahgunaan
harta warisan yang dilakukan ocleh kawan wmewarisnya
Yang sudah dewasa. Feraturan  hukvm  waris yang
dimaksud disini sdalsh peraturan hokun waris  vanpg
terdapat di dalam KUH Pardata buoko IT bak 12  dan
13, dari pasal 830 sampail dengan pasel 1130, Qlah
karena adanys kemungkinan penyvalahgunaan dan
kecurandan yang dilakukan oleh para ahli waris yang
sudah dewasa tersebut, maka oleh Undang-undang
telah diberikan perlindungan terhadap ahli waris
vang wmasih dibawah weur ity, adepon badan yang

melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Undang-
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undang sebagal wali pengawss adalah Balai Harta
Peninggalan.

Balai fHarta Peninggslan vang berada di
Indonesia dibentuk sejak jeman pemerintahan
kolonial Hindia Belanda tersebut mempunyai dassar
hukum pssal 368 KUH Perdata jo pasal 415 KUH
Ferdeta. Sedangkan mengenal tugas Balsai Harta
PeningZalan secara khusus telah diatur didalam
Instructie wvoor de Weeskamer, Stbl. 1872 lo. 1BB.
Di dalam Instructie voor de Weeskawer tersebut
dinyatakan bahwa Balai Harta Peninggalan mempunvai
tegas  yang banyek sekali waczonys dan  terutama
sangat menonjolkan sifat sosial  degi kepentingan
vmor serta untuk kesejahteraan masvarakat.

Alasan penulis adalah karena tidakleh dapat
dipunghiri’ bahwa tugas  Balei Harta Peninggalan
sebenarnya | Juga terksndung nilai-nilai yang amat
ivhur, buksnkah Balai Harta'! Peninggalan tugasnva
ite antara lain turut melindungi harta peninggalsn
anak ¥ang masih dibawah umur, dissmping itu juga
mewakill kePentindan anak di bawah umur apabils ini
bertentangan dengan kepentingan si  wali seperti
haln¥a didalam pasal 370 RKUH Perdata jo Pssal 3866.

Sebagai wali pengawas, maks Balsai Harts
Peninggalan tidsek Zegarsa langsung menangani
pengurusan harta kekavaan =i anak yang belum dewasa

tersebut. Tetapi tugas pengurusan harta ini
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ditangani oleh pars ahli, Jadi merupakan tudas
perwalian, Sebenarnya masih ada tugas perwalian
yang 1lain selain tugas pengurusan harta kekaysaan
ini, yaitu tugas pengawasan terhadap Pribadi sanak
vang belum dewasa tersebuot. Akan tetapi Kserena
penulis dalam hal ini hanys membahas tudas Balsi
Harta Peninggalan sebagai wali pengawas, maks veng
dimaksudkan dengan perwalian dalam skripsi penulis
ini hanyalah mengenal tugas pengurusan harta
kekayasn anak yang belum dewass.

Ade.pun mengenai perwalian itu sendiri ada bermacan-
macam, yaitu :

- Perwzlian menurut undang-undang, seperti
yang tersebut dalam Pasal 345 KUH Perdata,
iglah perwalian vang dilakuk=n eleh orang
tna yang hidup teriama karena salah satu
dari pereka @meninggal dunia, maks secara
otomatis atap demi hukum  perwalian itu
menjadi tugas orang tus yang masih hidup.

- Parwalian dengan wasiat, sebagaimana
tersebut dalam pasal 355 EUH Ferdata
per¥alian ini terjedi karena dan¥a surat
wasiat dari orang tua vyang telah meninggal
dunia, yang mazna isi surat wasiat tersebut
mengangkat seseorang menjadi wali atas

atas anak-anaknys.
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- Perwalian datif, sebegaimana yang tersebut
dalap Pasal 358 KUH Perdata, apebila tidak
ada wali menurut undang-undang atan wali
karena testapenter, Hukue berhak untuk
manetapkan sessorang wali untuk anpak-anak
vang belum dewasa.

- Perwalien badan hukum, ialsh perwalian
Yung dilakukan oleh badan hukun seperti
yayasan, atan iuthlgl-lunbugl sogial
lainnya.

Henurut Bapsk A.A. Budionc, Be Hk dari Balai

Harta ' Peninggszslan dikatakan behuse setiap - tzhun
Balai Harte Peninggalan sebagai vali pengawms akan
winta kepada para wali kecuali Kepeds wali ayah
atau ibu, untuk membuat leporan perhitungasn secara
ringhas atas harts kekayasn si enak yang belun
dewasa yang berade di bawah perwalimnnys, Apabila
tidak melaksanakan maka Balai Harta Peninggelsn
dapat melakukan Penuntutan atas pemecatan terhadap
wali yang tidak melakSanakan atau membuat laporan
yeng diminta oleh Balai Harta Feninggalan. Hal ini
sesuai dengan bunyi Pasal 373 KUH Pardats.

Terhadap wali ayah atas ibu yeng hidup
terlama setelah meninggalnya salah sato diantara
mereka, dalam waktu 3 (tiga) bulen harus sudah
nalakukan pendaftaran terhadap harta bends

Peorsatuan. Pendaftaran inl dapat dilakukan dengan



cara dibawah tangan akan tetapi harus dilskuksn
dengan dihadiri oleh wali pengawas. Dan J1ika
pendaftaren itu tidak dilakssnakan, maka persatuan
akan berjalan terus dengan ketentuan atas
kebahagisaan ansak-anak, Jjadi tidak boleh meruglkan
hak dari ansk-apak itu hal ini sescal dengan bunyj
pasal 127 KUH Psrdata.

Mengenai status snak vang berada di bawsh
perwalian undang-undang tidak mengatur
penmbedaannya, jadi dengan perkatasn Jain togas
Balai Harts Peninggalan sebagal wall petigewas dapat
mencakup semus status anak, KEspens  didalam hukum
perdats barat dikenal adanva statu= =nak yang akan
sangat wempengaruhi pelsksanaan pembagisn Tharta
Wwarisan. Adapun =status ansk vang dikenal dalam
hukum perdata barat adalal

- anak e=sh, ¥aitu =nek yang dilashirkan dalam
perkavinan yang sah.

-~ anak luar kawin, ialah anak yang
dilahirkan di luar perkawinan Kkedus orang
tuanya. Anak luar kawin ini dapat
digolonghkan lasgi mepjadi
*# anak luar kawin yang boleh diakui, vang

terdiri dari yangd diakui, vang disahkan,
yang tidak diakyi.
* anak luar kauwin yang tidak boleh diakui,

terdiri dari anak sumbang, anak zinah.
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- anak status anak yang tidak dikensl di
dalan RUH Perdata ialah anak adopsi, anak
adopsi ini dikenal dalam 5tbl.191%7 ne.l129,
oleh karena itu aaak adopsi ini berlaku
bagi masyarakat Timur Asing Tionghoa.

Sehubungan dengan tugas Balai Harta Peninggalan
sebagal wali pengawas, Balai Harta Peninggalan akan
bertindak melindungi anak yang belum dewass dalam
bidang pembagian anak wang belum degasa, Bila hal
ini dihubungken dengan status anak seperti tersebut
diantas, maka yaag termasuk dalam pembahasan skripsi
ini adelah arak sakr, znak luar kawin yang diskui,
anak luar kawin yang disshkan dan anak adepsi.

Sedangkan mengenai apak vang tidak diakui seperti
yvang dikutip oleh Pitlc dazxi Hoge Rssd 8 Desernber
1920 Hederland Indische 1821 ne. 275, dikatakan
bahwa s&sntara ansk wyang tidak diaknil oleh ayahnya
dan sanzk Xkeluarga ayshoys @ tidak ada satopun
hubungan keluargs. Oleh karena itwu, dalam hal ini
tidak ada hukum waris. Sepanjang tidak ada hubungan
perdata atauy Kkarena hukum (i ibony, =tan oleh
pengskuan {(si ayah), maka hubungan keluarga yang
tidak sah itu tidek berarti spa-apa dalam huokun
waris, Dengan demikian dspat dikstskan bahwa antara
anak luar kawin dengan ibunya itu demi hukun selalu
menpunyai hubungan perdata, sedangksp antaras =ayah

dengan anak luar kawin hanya akan menpunyal



hubung an perdata apabila ada pengahkuan. Jadi
apabila aysh tidak mengakui anak luar kawin, maka
znak itu hanya berhak atas warisan dari si  ibu,
warena dengan kelahirannys itu secara otomatis anak
luar kawin itu mempunyal hubungan perdats dengan
ibunya. Jadi dapat dikatakan bahwa peran Balai

Harta Peninggalan adalah sangat penting ¥aitu

- Sabagai wali pengawas, Balal Harta Peninggalan
selaky wali pengawas adalah pewakili kepentingan-
kepentingan dari ansk wvang belum dewssa untuk
nengedakan pengawasan terhadap tindakan-tindakan
51 wali tidak merugikan hak~hak dsri anakh yang
belum denasa terhadap kepentingan harta
peninggalan, kerena anak tersebut dalam  keadasn
tidak mampu untuk melakukan perbuatan hulumn.
Sehingga sudah sepantasnvalah pihak-pihak yang
kurang atau lemah kedudukannya ‘itu dilindungi,
dalam hal imi dilindungi oleh Balai Harta
Peninggalan.

- Sebsgai wali sementara, Balai Hartas Peninggalan
disini mengisi kekosongan kedudukan sebagal wali
dan bertindak sebagsi wali ssmentars karena
kepentingan anak sebelum dewasa menuntut agsar
diadakan tindakan-tindakan pemeliharaan dan
penyelanatan =eperlunya, karena dapat menanti
sampai diangkatnya si wall tsrsebut belum dapat

menjalankan tugse sebageimena mestinya, bealum
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3.3.

dilakukan penyumpahan atas dirinva, atas sl wali

vang telah diangkat menolak atas lalei wmenerima

perwalian itu.

Fungoi Akta Motaris dalam Pembagian Harta Warisan
Anak dibawah Usour

Yang dimaksud akta notarils didalam penulisan
ini &dalah akta yang dibuat oleh notaris untuk
kepentingan para pihak sendiri. Sedangkan akta
notaris itc sendiri merupakan alat bukti yang kuat,
apabila suatu sast nantl terjadi Persengketaan.
Tentang kekuatan pembuktian dsri akte notaris dapat
dikatakan bahwa tiap-tisp akte netaris meopunyai
tiga macam Hekustan pembuktian ialah
1. RKekuatan penbuktian  yang loar {nitwendige
hewijskracht), islah syarat-syarat foreel vyang
diperluken agar supzays sesustu akte notaris

dapat berlaku sebagai akte otentik.

2. Rehuatan penblktian formal {formale
begijskracht) ialah kepastian behwa sesuatu
kejdian dan fakta tersebut dalam akte betul-
betul dilakukan oleh Motaris atas diteranghan
oleh pihak-pihak yang menghsadap.

3. EKekuatan penbuktian natoriil {mAatericle
bewijdskracht); iaiah kepastian bahwa apa vyang
tersebut dalar akte itu merupakan pembuktian
vang gyah terhadap fihak-fihak vang wembuat akte

atsu merekz yang wpendapat hak dan berlaku untuk



Bmum, kecuali ada pembuktian gebaliknysa
{(fegenbewijs).
Tentang  sifat dari akte notaris  dapat
diterangksn sebsgai berirkut
Tiap-tiap akte notaris mempat cAtatan atan
berita acera {(verbal) dari apa yang oleh notaris
dialami atasw disaksikannyz, antara lain apa yang
dilihatnya, didengarnys atau dilakukannya.
Disamping itu ada juga akte-ak:te vyang selainnys
mewnusat berita acara dari spa wyang dialami dan

disaksikan oleh notaris, mengandung juga apa yang

diterangkan oleh pihak-pibak vang bersangkutan dan

dikehendaki oleh mereka svpava dioasukkan dalam

akte noteris untuk wendapatkan kekuatzn pembuktian

vang huat =ebsgai akbte otentik.

Perlu Juga diketzhui sdanva svatu akts yang
termasuk kategorl skta penjabat (ambtelijke acte)
vang dibuat  eleh Hotaris dalam bentuk yang lain
daripada akte notaris yang biaza. Earena merupakan
suatu surat keterangean vyang dibuat oleh HNotaris,
akte demikian itu merupakan suatu ketentuan =iapa
vangd manwrut hokum menjadi ahli waris yang svyah
dari seorang ¥Yang meninggal denia. Akte demikian
itu biasanya dinamakan surat keterangan hak Waris.
Sebagai terjemahsn dari istilah bahasa Belanda :
"¥erklering van erfpacht”. Dalam zkte ini tidak ada

komparasi, Jadi tidak ade penghadsp melainkan

Notaris membvat Kketsrangannya berdasarkan atas
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surat-surat Yang ditunjukken kepadanya, Jika perlu
iz dapat minta keterangan dari beberapa orang
saksi vang mengetahui tentang keluarga yang
dibuatkan “Surat Keterangan Hak Weris“. Akhirnya
Notaris membuat kesimpulan (konklusi) siapa vang
menjadi ahli warisnya dari orang yang meninggal
dunia itu, bérdasarkan hukum yang berlaky. Jadi
surat keterangan hak waris ini betul-betpl
keterangan dari Hotarie sgendiri, berdasarkan
penyelidikannya karena itu mempunysi sifat dari
akte penjabat.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa proses
penbuatan s=kia dslam hal pembagisn harts warisan
ini, ssebelum preoasss itc dilaksanakan harus ada
berita acars dari Balsi Harte Peninggalan vaitu
berita acara Penafsiran harta barang-barang tidak
bergerak, penafsiran barang-barang bergerak, biays
kalkolasi perawatan dan hutang-hutang pewaris,
Penantuan sispa-siapa ahli warisnys dan apaksh ada
lebih dari s=atu orang istri. Setelah semua  ito
selesal dibuat barulah proees pembustan akta dapat
dilaksanakan ¥Yaitu penghadap dalsm hal dni vang
dinaksudkan adalah wali dari snak di bawah umur
nmenghadap kepada notaris untuk wminta dibuatkan
akts mengenai penbagian harta warisan itu. Dan
didalam pembuatan akts oleh naotaris, sebalum

konsep akta tersebut dibuat akta, maka terlebih
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dahuly notaris harus mengirimkan konsep akta
kepada Balai Harts Peninggalen untuk diteliti dan
dicocokkan dengsn hasil penelitian yang
diperolehnya, baik berasal dari laporan catatan
Ssipil mwaupun berasal dari wawancars antaras Balai
Harta Peninggalan dengan wali dap juga berpedoman
peda daftsr inventaris yang telah dibust oleh wali
dari anak yang belun dewasa ity, Dan =skhirnya
setelah konsep akta perbagian warissn tersebut
telah dinilai adil oleh Balai Harts Peninggalan ,
barulah dikembslikan lagi kepada notaris untuk
dibuat spatu - akta penbagian warisan yang: akan
mempunyai Rehoatan yang otentik.

Setelah akta pewbagian warizan tersebut
selesai, barvlah pembngian warisan tersebut dspat

dilaksanakan dengan dihadiri dan ditandatangani

oleh para’ pihak sendiri atay wali, Palasi Harta

Peninggalan sebadai wali pengsvas sgerta saksi-
saksl yang ‘bissanys hafya diambil dari para
Pegawai notaris itu sendiri, dimana

penandantanganannya tersebut dilskukan di hedapan
Hotaris tersebgt.

Di dalam praktek terlihat adsnya HNotaris-
notaris yang membuat keterangan ahli waris dalam
bentuk skte biasa. Disitu notaris mengambil sebagai
penghadap  dus  orang saksi vang menberikan

keterangan dihadapan HNotaris tentang ahli waris
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orang vahg meninggal dunia. Henurut pendapat
R.Woegondo Notodiscerjo cara demikian itu kurang
dapat dipertanggung Jjawabkan, karena Lketerangan
itu adalah keterangan dari doa orang saksi tentang
siaps yeng mnenjadi ahli waris dan bukan ketesrangsan
dari Hotariz sgendiri, dan karena itu @enurut
beliau tidak mempunyai kekuatan hukum yang huat.
Sebab keterangan saksi-saksi  hanys meneranghkan
adanya fakita-fakta tertentu, tetapi tidak dapat
memberikan ketentusn secara otentik siapa vyang
menjadi ahli waris yang sah berdssarkan hokum yang
berlaku. Hal belakangan ini hanya dapat ditentuokan
cleh ahli hokum.

Eeterangan  hak weris seharusnya merupakan
akte yang dibuat oleh Notaris, sedanghkan
keterangan ¥ang diucapkan oleh dua orang ssksi
dihadapan Hotaris dan  dicatst: aleh Hotaris,
merupakan akte yang dibuat dihadapan (t en
ovenstean van) Notaris. Dalam hokum Notariat
memang dikenal dua jenis akte jtu, meskipun dalan
peraturan Jabatan HNotaris sendiri dusz hal itu
seringhiali dicampuradukksan,

Dengan demikian dapat diketahui bahug fungsi
akte notaris dalam pembagian harts warisan anak
dibawah umor adalsh sangat penting, karena akta
tersebut menmpunysai hkekuatan hukum vang kuat,

sehinggda apabils suati sast nanti terjadi sengketa
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pengenni harta warisan terhadap ahli waris anak
dibawah umur maka ahli waris tersebut dapat
membulkttikan kebenarannya bahus ia =adalah ahli
waris yang sah dari pewaris dendan menunjukhan
akta notaris tersebut, sehingga disini kepentingan
dan hak-hak dari shli waris anak dibawah umur
tersebut akan dilindungi. Selain itu akts notaris
juga dapt dij adikan sebagai bukti adanya pembagian
waTisan weitu uwntuk menuniultkan bahwa benar-benar
telah terjadi &adanys peebagian harta warisan

tersabut.

3.4. Hek dan Eewajiban Balai Karte Peninggalan sebagai
Wali Pengawas dengan Adanya Penbagian Harta
Warisan

Dalam menjalankan tugas-tugagnya Balaj Harts
Peninggalan pasti menpunyai hak dan kewajiban.
Menurut hasil penelitian, kewajiban-kewajibap Balai
Harts Peninggalan s¢bagai wzll pangawas adalah

= Mewakili kepentingan =i anak, apabjla 1ini

bertentangen dengen kepentingan si wsli.

= Hengharuskan si wali mempunyai inventaris

warizsan vang dijatvhkanp padas si wali.

~ Hengewasi penfurusan harts 5i anak oleh gi

wali.

= Tiap tahun minta perhitungan pertanggung

Jawaban secars singkat darl si wali.
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= Henuntut penecatan terhadap si wall
apabila ada tanda-tanda adanya Yecurangan
atan hkealpsan yang beser dari si wali.

- Permintaan kepada pengadilan untuk
mengangkat wali barwn, jiks permintaan
terluang.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya Balai Harts
Peninggalan tidak dapat lepas hubungan dari peranan
instan=si yang terkait, menuoxut hasil penelitian
nenunjukkan bahwe dalam bal Balai Harta Peninggalan
menjalankan tugasnys sebagsai wali PENgRWAS,
terkaitnya hubungan antara EBalai Hertz Peninggalan
dengan distansi lain tersebut dapat terlihat sejak
mulai turut campurnya Balasi Harte Peninggalan
sebagai wall pengawas. Welavpon sering kali is skan
bartindak sendiri dengan =sdanya kematian yang
diketahui dari mass media, tetapl ja pasti skan
berhubungsn pola dengan kantor catatan sipil uontuk
mengetahui apekah ada anak yang balum dewasa atau
tidak dslam perkawinan atauw kelurga orang vang
meninggal dunia tersebut. Sedangksan biasanya
seperti Juga dsalam peraturan yang berlaku bahwa
Balali Harta Peninggalan itu baru bertindak apabila
telah ada. laporan kematian dari pihak vang
keluarganya meninggal dunia kepada catatan sipil,
untuk kenudian diteruskan dan diberitahgkan kepada

Balai Harta Peninggalan terhadap setiap peristiwa



kematian. Sepertli tersebut dalam pas=ss] 380 KUH
Perdata dimana catatan sipil harus memberi
tahukannya kepada Balai Herta Penpinggalan dalanm
waktu 24 jam setelah laporan kematian tersebut
diterima. Adapurn lsporan kematian itu ssendiri harnos
dicatatkan pada kantor catatan =sipil dalam wakty
tiga kali 24 jam. Tetapi karena pada kenyatmannya
sering kali sudah 3 bulan dari kematisnnya si
Pewaris barn kelvuargs yang ditinggalkan itu melapor
pada  kantor catatan sipil sehinggs dapat terjadi
bahwa ketika Bzlai Hartz Peninggalan datang ke
tempat tinggal Kematisn tersebot, maka rumah ito
dalam keadaan kosong, karena para ahll waris sudah
Pindah. Untuk menghindari hel tersebut makas Bzlai
Harts Peningdalan sering kali tanpa menunggy
Pemberitahoan dari ca%tatan =ipil! langsung bertindak
sendiri dan nendatangi . keluarga carang yang
peninggal dunia di rumah kematian seperti tersebut
diatas.

Instansi lein ¥ang terkait dalam togas Balai
Herta Peninggalan sebagai wali pengawss yaitu
notaris, karerna notaris =adalah merupaksn saty-
satunya pejabat umum yang berwenang membuat akta
otentik, dslam hsl ini notarls sebagai pihak yang
membuat dan menYimpan surat wasiat. Apabila si
Pembuat wasiat tersebut meninggal dunia, maka ia

nesmpunyai kewsjiban untuk menyampaikan adanyva surat
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wasiat tersebut kepada yang berkepentingan, dan
kepada Balai Hesrta Peninggalan dalam waktu 1 (satu)

bulan setelah notaris mengetahuni adanvya kematian

tersebut.
Hemang dalam hal peranan Balsai Harta
Pening alan sebagal wall pengawvas ini segars

langsung tidak berhubungsan dengan pengadilan
negeri, karena Balai Harta Feninggalan akan tampil
secara lansung sebagal wali pengswas apabila dalanm
natin¥ya si pewaris masih ade anak dibawah umur yang
menjadi ahli warisnya. Tetapi a2psbils ternyats
terhadap harta warisan terssbut masih terdapat
{ada) sengketa.  maka hal ini harus diselesaikan
terlebih dahulw di pengadilan negeri.

Secara  keselurnhan dalam praktekpya tugas
Balai Harta Peninggalan sampal sekarang masih tetap
seperti psada Jaman sebelum kemerdekaan yaitu pada
masza penduduk Indonesia masih  dibedakan menjadi
tiga kelompok perdssarkan passl 163 IS, yaitu hanva
berlaku untuk orang-crang pada KUH Perdata saja
khususnya crang-orang Ercpa, orang timur asing dan
timur asing bukan Tionghoa. Disinilah vyang =ahkan
menimbulkan kepincangan-kepincsngsn karens dalam
Prakteknys banyak orang-orang pribumi sendiri vang
sudah tunduk kepads KUH Perdata, tetapi tetap tidak
menggunakan Jjasa-jasa dari Balal Harta Peniggalan

bagi dirinya. Mengenal hal ini dapat digambarkan
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dengan adanya kasus perkawinan campuran yang banyak
terjadi sskarang ini, antara mereks vang memaksai
hukus barat dengan orang-orang pribumi yang tunduk
pada hukum adat. Hisslnya seorang suemi Tionghoa
menganut hukum barat, sedsngkan si isteri seorang
pribumi yang tunduk pada hukup adat. Apabila =i
guami yang meninggal dunia terlebih dahulu, maka
angk-anaknys yang masih dibawah uour terhadap harta
peninggalannya, Balai Harta Peninggalan akan
bertindzk sehagai wall pengawas. Akan tetapi
apabila ysng meninggal dunia lebih dahule =adalah si
istari, maka anak-anaknya yang masih di bawah unmur
ternadap pembagien harts warisannya tidak ahan
nendapat pengawasan dari Balai Harts Peninggsalan.
Hal ini karena Balai Harta Peningegelan hanys akan
bertindak sebagai wali pengawas apabila si DPewaris
tunduk pada undang-undeng hukum perdata (KUH
Pardats) sajs.

Dilain pihak “didalam praktek ternyats
persenghetaan masalah tentang pewarisan Yang sering
timbul dan yang permasalahannys sampeil diajukan ke
pengadilan negeri justru bukan dari kalangan mereka
vang memakai 3Jasa Balai Harta Peninggalan vyaitu
mereka vang tunduk pada KUH Perdata, melainkan
justru mereka vyang berasal dari golongan bumi

putrs.



Sedangkan masalah yang menyangiut Pembagian
warisan +vang ssmpai ke pengadilan negeri dari
nereka yeng tunduk pada mereka RUH Pedata, atan
merska vang penggunakan jasa Balal Harta
Peninggalan yaitu hanya barkizar pada masalah winta
penetapan ahli waris berhubung mereka belum
tercatat sebagai ahli waris, dan pesunculannya
sebagai ahli waris tersebut terjadi setelah si
pewarisnya meninggal dunia. Karena itulah maka
mereks harus minta penetapan sebadai ahli waris
kepada pengadilan negeri dengan men¥erahkan bukti-
bukti ~dan saksi-saksi yang mnengoatkan dirinys
benar-benar sebagai ahli wmaris dari s1 pewaris
rersebut., Demikian puls apabila diketzhul ada anak
diluar kawin  wyang, lalai belum didaftarkan dan
dimasukkan pada akta perkawinan orang fuanva, maks
spabila herta warisan terssbut akan dibagi dan
Balai Harta Peniggalan mengetahuil tentang hal itu,
naka Balai Harta Peninggalan skan meminta Lkepada
wali supays memintakan pengesahan dahulu atas anak
luar kawin vang belum disyahkan tesebut pada hantor
catatan sipil dengan menyertahksan bukti akta
kalghiran yang telah didapatnys ketika mendaftarkan
kelahiran =snaknya dahulu. Adapun notaris hanys
bertugas membuat akts pengakuan anak terhadap anak

luar kawin yang dilakokan dihadspannys.
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Hasil penslitlan menunjukkan bahwa kewa jiban
Balai Harta Pepinggalan dalam mengavasi pengurussan
harta warisan milik anak yang belum dewasa oleh
weli islah dengsn meminta, atau nemaksa kepada wali
untuk membuat inventarisasi atas Senud barang-
barang atau harta peninggalan yang wrenjadi baglan
anak yang belum dewasa. Apabils wali tidak
melaksanakan perintah Balail Harta Feniggalan
tergebut, meka Balai Harte Peninggalan berhak
melakukan penuntutan gantl rugi kapada wali yang
Yerupa blaya, rugi dan bunga. Retentuan ini termuat
dalam pasal 370 KUH perdata. &daspun pentingnya
perhitungan pertanggung Jjawaban yang dimninta olah
Balai Harts Peninggalan ini adalah sebagail
pengecekan dan untuk nencegah jangan- sampal harta
warigan milik anak dibewah vmur mendadi berkurang,
bahkan supaya dapat barkambang bila akhir
perwaliannya RBanti.

Smat berakhirnyn tuges balai Harta
Peninggalan sebagai wali pengawas adalah sapa saat
barakhirnya perwalian yang dilakukan oleh para
wali, iamlah sampai anak menjadi dewasa atau pada
snat meninggalnya anak. Ketentuan mengenai hal ini
diatur dalam pssal 375 KUH Perdata.

Cara pembasgian warisannya telsh diserahkan
kepada pihaknya sendiri, tetapi mendenai pembuatan

akts warisannya, para ahli waris harus tetap
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nemints bantian netaris, karena hanys notarislah
yang berhak mengeluarkan akts pembagian warisannya.
Dalam hal yang demikian ini maka Balal Harta
Peninggalan mempunyal tugas sebagei pengawas agsr
parsa ahli waris tidek merase dirugikan oleh ahli
waris vang lain supaya hak dari ahll waria ansk
dibawah umur tidak dilanggar serta supa¥a pambagian
harta warisan tersebot  dapat dilakukan dengan
geadil-adilnya =sesuwail dengan daftar yang ada Pada
Balni Harta Peninggalan. Dalag pembuatan akta
pembagian warigan ipipun notaris tidak dapat
bekerja sendiri, hel inl dikarenaksn didalam proses
penbuoatan akta ‘tersebut harus pula mendepat
peraetujuan dari- pihak Balai Harta Peninggalan
sebagai wali pengawasnya, Didalam penganwasannya
disini oara yang dilakuken oleh Balail Harta
Feninggnlan valtu DbDahwa sebslun konsep akta
tersabut dibuat akta, meka terlebih dahulu neotaris
harus mengirimkarn koneesp akta-akta tersshut kepada
Balai Harta Peninggalan untuk dic¢eocokiian dengan
hasgil penelitian yang telah diperolehnys, baik Yand
berzeal dari laporen ksntor catatan sipil maupun
yang berasal dari hasil wawancars antera Balal
Harta Peninggalan dengan wali dan ahli waris
gendiri, Dan skhirnya setelah kensep akta pembagian
warisan tersebut telah dinilai adil oleh harta

peninggalan barulah dikembalikan lagi kopada



notaris untuk dibuat suatu Bkta pewbagian warisan
yang akan mempunyal kekuatan yang otentik, sehingga
apabila ada orang yang menyangkal akan kebenaran
dari akta tersebut, maka dengan sendirin¥a orang
tersebutlah yang harus membuktikan terhadap ketidak
benaran dari akta tersebut.

Haka setelah akta pembagian warisan tersebut
selesai, barulah peebagian warisan tersebut dapat
dilak=anakan dengan dihadiri dan ditanda tangani
oleh para pihak sendiri atsa wali Balai Harta
Peninggalan sebagai wali pengawas serta ssksi-saksi
yang bissanya diambil dari pegawal notaris sendiri.
dimana penanda tangannya tersebut dilakukan
dihadapan Hotaris tersebuot.

Dengan adanya tugas wvang dibebankan kepada
Balai Harta Peninggalan seperti yang telah tersebut
dintas, maka sebagai tiobal balik stas jerih payah
itu, maka Balsi Harta Peninggalan wmempunyai hak.
Hak Balai Harta Penioggalan tersebubt berupa upah
atau leges, karena dengan upah itupulalah Balail
Harta Peninggalan memperolsh pendapatan. pendapatan
vang diperoleh Balai Harta Penringgalan ini akan
nenjadi tambahan bagi pendapatan negsra, karena
pendapatan Balai Harta Peninggalan tersebut
kemuodian disetorkan kedalam kas negara. Mengenai
vpah atan leges ini, Balai Harta PeningZgslan tidak

dapat menarik sekehendakny=z, karena sudah diatur
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dalan “Algemeen Tarief Voor De Belooninger Der
Weeskamers in Indonesia™ yang ditetapkan dengan
Begluit Gubernur Jendral tanggal 21 November 1924
dan moplai berlaku pada tanggal 1 Desember 1924
(STBL 1924 Ho. 523 Yo 524). Dan upah atau leges itu
ada sepanjang terdapat shli waris anak dibawah
umur. Adapun besarnya opah  yang diterims oleh
falai Harta Peninggalan seperti yang tertuang dalam
keputusan Henteri Kshakiman Republik Indonesia
tanggal 26 Juni 1872 No. J.5.5/5/18 adalah 3 3/4 %
dari hart2 Herisan yanZ ada.

Dengan demikian fungsi Balai Harta
Peninggalan dalam wmelakukan findakan hokum  entuk
penbuatan akte notaris/otentik sangat nmenonjol
dengan cara ikut serta secara langsung dalamn
pembustan skta-akts notaris yaitu dengan mnemeriksa
dan mencocokkan konsep skia veng telah dikirimkan
oleh MHotaris berdasarkan ~hasil Ppeneltian vAng
diperolehnya baik berasal dari wawancara antara
Balai Harta Peninggalan dengan wall dan Jugs
berpedoran pada daftar inventaris Vang talah dibuat
oleh wali dan Balai Harta Peninggalan Jjuga ikut
menandatangani akta pembagian warisan tersebut.
Apabila Balai Harta Peninggalan tidak ikut serta
dalam penandes tanganan akta pembagian warisan, maka
akts tsrsebut dianggsp cacat demi hukum. Dengan

demikian fungsi akts peobagian warisan mesopunyai
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kekonatan hukum dan dapat dijadikan bukti ¥ang kuat
apabila suatu nanti terjadi senghketa menEenai harta
warisan, "sehingga disini ﬁéran Balai Hartsa
Peninggalan sebagai wsll pengawas adalah untok
nengawasi tindakan wali agar tidak menyimpang dari
ketentuan-ketentuan vang ada dan untuk melindungi
kepentingan ahli waris apnak dibswah umur, supa¥a

hak~haknys tidak dirugikan oleh ahli waris yang

!

lain termasuk ibunya
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4.1.

BAR IV
PERUTUHP

Eesimpulan

Pada bab terakhir darl penulisan inl penulis

akan menbarikan beberapa kesinpulan gebagail

harihkut:

1.

Peranan Balai Harte Psninggalan sebagal walil
pangawss dalaw pembagian harta warisan terhadap
anak dibawah umur yaitn bahwa Balal Harta
Peninggalan selaku Rall pengewas adalah mewakili
kepentingan-kepentingan dari anek yeng belim
dewpaa untuk mengadakan pengawasan terhadap
tindakan-tindaken si wali agar tidsk merugihkan
hak~hak dari anak yang belum dewass terhadap
kepentingan harta peninggalan karena anak
tersebut dalam Hkeadazn tidek nanpu untuk
nalekukan parbuatan hukun aehingge sudah
pepantasnyalah pihak-pihak vYand kurang atau
lemah kedudukannys itu dilindungi, delac hal 1ini
dilindung! olsh Balel Harta Peninggalan. Dan
petiap tahun Balal Harts Peninggalan sebagai
wali pengawas akan minta kepada pPara wall
keousli kepada wali ayah atau ibu, untuk membuat
iaporan perhitungan secars ringkas atas harta
kekaysan ®i anak yang belun dewesa yang beradsa

di bawah perwaliannya.

a4




Fungsi aktes notaris dalae penbagian harta
warisan anak di bawah upur sadalah sangat
penting, karena akta tersebut mempunyal kekuatan
hukum yang kuat sehinggas apabila suatu saat
nanti terjadi sengheta mengenai harts warisan
maka ahli waris tersebut dapat membuktikan
kebenarannya behwa ia adalsh ahli waris wyang sah
dari pewaris dengan menunjukkan akta notaris
tersebut, sehingga disinl Kepentlngsn dan hak-
hak dari shli waris anak dibawah umur tersebut
akan dilindungi. Selain itu ekta notaris Jjuga
dapat dijadikan sebagai buktl adsnya pemnbaglan
warisan,

Dalawm hal Balai Harta Peninggalan sebagai wali
pengawas wpaks ja mempunyai hak dan kewajiban.
Ada pun kewa jiban-kewajiban Balaj Harta
Peninggelan sebagai wall pengawas adalah sebagai
berikut

Mewakili kepantingan =1  anak, =pabila ini

bartentangan dengan si wali.

- Hengharuskan 81 wall mempunyai inventaris
warisan yang dijatuhkan pada si wali.

- Hengawasl pengurusan harte ai anak cleh si
wali.

- Tiap tahun @minta perlindungan Pertanggung

Jawaban secara singksat dari si wali.




— Menuntut pemecatan terhadap si walil spabils
ads tanda-tanda adanysa kecurangsn atau
kealpasn yang besar dari s&i wali.

- Permintsan kepeada pengadilan wntuk mengsngkat
wali baru, jiks permintsan terlusng.

Adapun hak Balai Harts Feninggslan adalah berupsa

upah atay leges. Dan upah atau ledes itu ads

sepanjang terdapat _ahli waris anak di baueh
gmur. Besarnya o upah yang diterima oleh Bslsi

Hartas Peninggalan adslah 3 3/4 % dari harta

warisan yang &da.

4_.2. Saran-=2aran

1. Dengan =adanys-. peranan dan 3ssa Balai Harta
Peninggalan yang lebih bersifat sesial tersebut
hendaknya dapat pula dinikmati tidak hanya oleh
sebagian kecil bangss Indonesis, tetapi meliputl
jugs selureh bangss Indonesis.

2. Supays pengatursn Bslaj Hsrts Penindgalan dapat
pula weliputi seluruvh bangss Iadenesis, maka
untuk pembentukan hokem nasional yang akan
datang hendsknya pewmerintah menyempurnskan puls
peraturan Balai Herts Peninggalan yang seharand
sudah tidak sesuai dengan jamar kemerdehasn,
karens masih mencerminkan sifst kolonialisme

Belenda.
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SURAT EETERAGAN
Hmorr 2 w'mqml%|1ﬂ - 564

Pxlat Barta Peninggalan Semarang demgen ini meneTangean
sebagal berikut

fama

ANTM PUSPITASART,

Pekerjean 3 MAHASISWA,UNTVERSITAS ISLAM SULTAN AGUTG

SEMARAY G

HIN +03,93,37%

HIRM :03.93.3796 [ 93.6.101.01000, 50021

Jurnsan 1 HOWm,

Alomet s JL, PENCADP(N 42 FEARANG .

teleh benaphenar meln fEMMERIS survey/ reseoxch di Paloi
Harte Serfnzge T Qemarmme Sejek tangoel & Fored 1997 sempadl
dengsun tanggel 3" Aprdd 1997 dolom penghe PRhjusunan skripgl =
fingie t sarjena delam 3dgm nsloum dengen Jjudal 5
# PERANAY BALAT DaRPA PINLNCGATAR SEDACGAT PALT FET:AWAS UNTUR

MET LAEWAN FIMDASTAN ENETH IALAL DERTIEE AT AKTA-AKT A BOTARTIL *

nenlldon surpb ketere ngan imd dibuat eniuk dopat diper -

gunoler sebegpdmzna mesiing:,

Tikelgarkon di SEMARALNEG,
Poch tonzeal 2 3 ARTIL 1997,

BALAT FARTA PEIDNCGALAN SEEARATE,




KANTOR
E.ILP. SUHENDRO, SH.
Motaris & Semnarang
v Branjangan Ne. 8 Telp. 544456
SEMARANG

1ar : r
piran
Epterangan riset.

SURAT ESTERANGAN,

— Yang bertanda tangan Gibawah ini, saya = m———————-
B.I.P. SUHENDRO,SH,Botaris i Semarang,
dengan surat ini menerangkon bobwa yang tersebut diba~

vah in}:- - -

Roma : ARUM PUSPITASARI,

Nrp/Nirm : 0%,9%5.3756/93.6,101.01000. -
50021, Fak.Bulkum UNISULA ,---

Semesten : VIII,

Alamnt : J1,FPengapon 42, Bemorangy———

telah mengadnkan riset/research di kontor saya pada —
hari inpi, tanggel 4 April 1997, untuk pengumpulan data
guna penyusunan Blripsi sarjiana lengkapoya dengon ju-—
dul® PERANAN PALAT FARTA PENTHGGALAN SEBAGAT WALT -——
PENGAWAE URTUE MELAKUKAN TINDAKAN HUEUM DALAM —
TEMBUARAN AXTA'AETA WOTARIIL".———wme—e—er———— -

- Surst keterangan ini dibugt_untuk dapat dipergunakan
seperlunyn. -

Semarsng,tgl & april 1997,
Hotaris di Semarang

1.1, SUHENDRO, SH | )
NOTAK SEMA v 2
\ﬂf—'}; P

“ ( B.I.P. SUHENDEG,SH),




UBIYANTO PUTRO, S.H.
I {PEJABAT PEMBUAT AXTR TAMAH
. GAAH MACA B B
SEMARANG 50154
YELP, 4. BB 201 551 208

BLULRAT E__E_TERﬁ_ﬂ.Eﬁ_N_.
MNo. BasWNFA1997.

~Yang bertanda-tangan dibawah ini, SURIYANTD PUTROD, &H.,

Motaris di Semarang, dengan ini menerangkan bahwa:

M ama : ARUM PUSPITASARI.

No.Induk : 03.93.370&6/93.56.101.01000.50021,
Fakultas : Hukum.

Alamat i J1. Fengapon No. 42, Semarang.

telah melakukan research di Keator kami, perdasarckan
Surat Ijin Ressarch dari  Fakultags Hukum Universitas
Islam Sultan Aging (UNISSULA) Bemarang, tertanggal 10 Mai
1997  MNo. 287/D.1/8A=H/V/1597, sehubungan dengan Surat
Rakomendasi Resesarch/Survey dari BAPPEDA Tingkat 1 Jawa
Tengah, tertanggal 24 Maret 4997 No. RALABLU/RAIIIALSR 7,
dalam rangka menyelataikan skripsinya vang berjudul:

"PERANAN BALAI HARTA PENINBGALAN SEBABAI  WALI PENEAWAS
UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM DAL AM
PEMBUATAN AKTA-AKTA NOTARIIL".

—Demikian Surat Keterangan' ini diberikan untuk dapat di-
parQunak an ssbagdimana mestinye,

23 Mai— 1997,
FPAT. Semaratig:

Tembusan untuk:
-Arsig.
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